Urusan Pemerintahan :

KABUPATEN JEMBRANA

LAMPIRAN III :
NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

PERATURAN DAERAH
7 Tahun 2013
4 September 2013

Organisasi : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUKUM & HAM Halaman : 1
Jumlah Bertambah /
Rp.
Kode Rekening Uraian (Rp.) (Berkurang) DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.20 03 00(00| 4 PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN

1.20 03 00|00|5

1.20 03 0ojoo|5 |1

1.20 | 1.20.03 |26

1.20 | 1.20.03|26|06

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai

Belanja Langsung

1). PROGRAM : PRROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

KEGIATAN 1).KAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

1.329.351.400,00

679.351.400,00

679.351.400,00

650.000.000,00

650.000.000,00

46.000.000,00

1.329.351.400,00

679.351.400,00

679.351.400,00

650.000.000,00

650.000.000,00

46.000.000,00




Halaman : 2

Jumlah Bertambah /
. . Rp. Berkuran
Kode Rekening Uraian (Rp.) ( 9) DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6 7
TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,
LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTAR
PERATURAN PE
1.20 | 1.20.03 |26 |06 Belanja pegawai 40.400.000,00 40.400.000,00
1.20 | 1.20.03 |26 |06 Belanja barang dan jasa 5.600.000,00 5.600.000,00
1.20 | 1.20.03|26|07 KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PRODUK 263.000.000,00 266.000.000,00 3.000.000,00 1,14
HUKUM DAERAH
1.20 | 1.20.03 |26 |07 Belanja pegawai 225.936.000,00 225.936.000,00
1.20 | 1.20.03 |26 |07 Belanja barang dan jasa 37.064.000,00 40.064.000,00 3.000.000,00 8,09
1.20 | 1.20.03|26|08 KEGIATAN 3).PENYELESAIAN DAN 210.000.000,00 207.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 1,42
PELAYANAN BANTUAN
MASALAH-MASALAH HUKUM DAN HAM
1.20 | 1.20.03 |26 |08 Belanja barang dan jasa 210.000.000,00 207.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 1,42
1.20 | 1.20.03|26|09 KEGIATAN 4). DOKUMENTASI PERATURAN 66.000.000,00 66.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20 | 1.20.03 |26 |09 Belanja pegawali 8.928.000,00 8.928.000,00
1.20 | 1.20.03 |26 |09 Belanja barang dan jasa 35.822.000,00 35.822.000,00
1.20 | 1.20.03 |26 |09 Belanja modal 21.250.000,00 21.250.000,00
1.20 | 1.20.03|26(10 KEGIATAN 5).PENYULUHAN HUKUM DAN 32.000.000,00 32.000.000,00
PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM
1.20 | 1.20.03 |26 |10 Belanja pegawai 18.750.000,00 18.750.000,00
1.20 | 1.20.03 |26 |10 Belanja barang dan jasa 13.250.000,00 13.250.000,00




Halaman : 3

Jumlah Bertambah /
Rp. Berk
Kode Rekening Uraian (Rp.) (Berkurang) DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.20 | 1.20.03)|26]12 KEGIATAN 6).SOSIALISASI PRODUK 33.000.000,00 33.000.000,00

HUKUM DAERAH DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

120 | 1.20.03 |26 12 Belanja pegawai 16.750.000,00 16.750.000,00
120 | 1.20.03 |26 12 Belanja barang dan jasa 16.250.000,00 16.250.000,00
JUMLAH BELANJA 1.329.351.400,00 1.329.351.400,00
SURPLUS/ ( DEFISIT) ( 1.329.351.400,00) ( 1.329.351.400,00)
1.20 03 |oo|oo Penerimaan Pembiayaan Daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.20 03 |ooloo Pengeluaran Pembiayaan Daerah

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETTO




